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PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH DALAM RANGKA 
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2025

BADAN PANGAN NASIONAL

KEPUTUSAN DEPUTI
BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN 

BADAN PANGAN NASIONAL
NOMOR: 2 TAHUN 2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH DALAM 

RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL

a.	 bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 5 
Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan 
Harga Pangan Tahun 2025, untuk pelaksanaan kegiatan Stabilisasi Pasokan 
dan Harga Pangan Tahun 2025 salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan 
kegiatan gerakan pangan murah; 

b.	 bahwa untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan gerakan 
pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun petunjuk teknis;

c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Ketersediaan dan 
Stabilisasi Pangan tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Stabilisasi Pasokan 
dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah Tahun 2025;

MENIMBANG:

MENGINGAT: 1.	 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856) ;

2.	 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6267); 
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3.	 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan 
Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

4.	 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 63);

5.	 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162); 

6.	 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan 
Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan 
Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 387);

7.	 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga 
Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat 
Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 
Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 
2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan 
Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan 
Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327);

8.	 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi 
Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1339);

9.	 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga 
Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 256) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 
Tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299);

10.	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya 
Masukan Tahun Anggaran 2025; 

11.	 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harga 
Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
300); 

12.	 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga 
Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat 
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Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit 
Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 595);

13.	 Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 529 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Atas Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga 
Acuan Penjualan di tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, 
dan Daging Ayam Ras ;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN BADAN 
PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN GERAKAN PANGAN 
MURAH DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2025.

MENETAPKAN	 :

Menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam rangka 
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2025 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU		  :

Petunjuk Teknis Gerakan Pangan Murah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan 
Harga Pangan Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman bagi:
a.	 Pemerintah;
b.	 Pemerintah Daerah Provinsi;
c.	 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 
d.	 Pemangku kepentingan (stakeholders) terkait,
untuk melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam rangka memberikan 
kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh bahan pangan dengan 
harga yang terjangkau guna mendukung stabilisasi pasokan dan harga serta 
pengendalian inflasi pangan.

KEDUA		  :

Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan 
pada daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 
2025.

KETIGA		  :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KEEMPAT		  :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2025

DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN 
DAN STABILISASI PANGAN 
BADAN PANGAN NASIONAL,

I GUSTI KETUT ASTAWA
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Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:
1.	 Kepala Badan Pangan Nasional;
2.	 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional;
3.	 Gubernur di seluruh Indonesia;
4.	 Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia;
5.	 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pangan Nasional;
6.	 Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi;
7.	 Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Kabupaten/Kota;
8.	 Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional; dan
9.	 Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan 

Pangan Nasional.
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TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN 
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RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN 
HARGA PANGAN TAHUN 2025

KEGIATAN GERAKAN 
PANGAN MURAH DALAM 
RANGKA STABILISASI 
PASOKAN DAN HARGA 
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PETUNJUK TEKNIS

TAHUN 2025
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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa 
Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat 
produsen maupun di tingkat konsumen. Salah satu upaya Pemerintah untuk stabilisasi pasokan 
dan harga pangan pokok dapat dilakukan melalui pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan 
dan pengaturan kelancaran distribusi antar wilayah.
Keadaan geografis Indonesia yang luas dan berupa kepulauan serta karakteristik komoditas 
pangan di Indonesia umumnya diproduksi menurut agroekosistem pada wilayah tertentu dan 
bersifat musiman sehingga menimbulkan adanya daerah surplus dan defisit, sedangkan lokasi 
konsumen tersebar di seluruh pelosok tanah air, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun 
perdesaan dan relatif konstan sepanjang tahun. Pola panen yang berbeda menyebabkan variasi 
pasokan dan harga pangan antar waktu serta wilayah. Pada saat terjadi panen raya, pasokan 
akan meningkat, sedangkan di sisi lain pada periode paceklik pasokan akan berkurang.
Adanya kesenjangan harga antara produsen dan konsumen disebabkan oleh berbagai faktor 
yang menghambat distribusi pangan diantaranya:
1.	 ketersediaan pasokan; 
2.	 iklim; 
3.	 biaya distribusi yang tinggi;
4.	 kondisi infrastruktur; 
5.	 perilaku pedagang; dan 
6.	 dukungan sarana prasarana.
Perlu adanya sebuah sistem sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang efisien, dan 
berkeadilan, serta bisa menghubungkan antara wilayah yang defisit dan wilayah yang surplus.
Kondisi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan yang 
berakibat ketidakpastian harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen. Fluktuasi 
yang terlalu tinggi dari pasokan dan harga komoditas pangan dapat memberikan dampak yang 
sangat merugikan bagi petani/peternak, pengolah, pedagang, hingga konsumen dan berpotensi 
menimbulkan keresahan sosial, dimana dalam eskalasi lebih luas akan mempengaruhi inflasi.
Pada saat inflasi terjadi, kenaikan harga pangan cukup mempengaruhi daya beli masyarakat. 
Hal ini mengurangi keterjangkauan masyarakat terhadap pangan. Untuk mengendalikan inflasi 
pangan, Badan Pangan Nasional melakukan kegiatan Gerakan Pangan Murah dalam rangka 
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi 
gejolak pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif tinggi. 
Kegiatan gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan merupakan 
salah satu upaya Pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, 
dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga serta dapat melakukan 
pengendalian inflasi pangan.	

BAB I
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Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.1.2/510/SJ tentang Pengendalian 
Harga dan Stok Pangan Pokok di Daerah tanggal 26 Januari 2024 meminta agar seluruh 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersinergi untuk melakukan stabilisasi pasokan 
dan harga pangan. Sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam mengeliminir potensi 
gejolak, pengendalian pasokan dan harga pangan di wilayah masing masing terutama wilayah 
dengan tingkat inflasi yang relatif tinggi, salah satu upaya yang dilakukan antara lain dengan 
mengoptimalkan kegiatan SPHP melalui GPM.
Pada saat kondisi inflasi terjadi, kenaikan harga-harga pangan pokok strategis cukup 
mempengaruhi daya beli masyarakat. Dimana hal tersebut Badan Pangan Nasional mengurangi 
keterjangkauan pangan masyarakat terhadap pemenuhan pangan pokok dan strategis yang 
berdampak pada tujuan dari keterwujudan ketahanan pangan agar masyarakat dapat hidup 
sehat, aktif, dan produktif. Kegiatan SPHP melalui GPM selama Tahun 2024 dilaksanakan 9.547 
(sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh) lokasi yang tersebar di Pusat, 38 (tiga puluh 
delapan) provinsi, dan 480 (empat ratus delapan puluh) kabupaten/kota baik menggunakan 
anggaran anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah 
provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota maupun mandiri.
Ruang lingkup kegiatan SPHP melalui GPM Tahun 2025 di seluruh wilayah Republik Indonesia, 
yang tersebar di 38 (tiga puluh delapan) ibukota provinsi dan diprioritaskan di 150 (seratus lima 
puluh) kabupaten/kota yang menjadi barometer inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK), serta 
kabupaten/kota lainnya.
Kegiatan gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan dapat 
dilaksanakan oleh Pusat, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan 
Provinsi, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Kabupaten/Kota, 
Organisasi Perangkat Daerah, Asosiasi/Pelaku Usaha Pangan, dan/atau pemangku kepentingan 
(stakeholders) lainnya. Sumber pasokan pangan kegiatan SPHP melalui GPM melibatkan seluruh 
pemangku kepentingan (stakeholders) terkait seperti petani/peternak/poktan/gapoktan, asosiasi, 
distributor pangan, Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan 
lainnya.
Komoditas pangan pada kegiatan gerakan pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan 
dan harga pangan terdiri dari:
1.	 Komoditas pangan yang dihasilkan petani/peternak/poktan/gapoktan dan/atau pelaku 

usaha pangan lainnya antara lain: beras, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang 
merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya.

2.	 Komoditas pangan yang disediakan oleh asosiasi, distributor pangan, Perum BULOG, BUMN 
Pangan, BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya antara lain: beras SPHP, gula 
konsumsi, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, tepung terigu, 
minyak goreng, ikan, dan komoditas pangan lainnya.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan gelar pangan murah dalam rangka stabilisasi 
pasokan dan harga pangan di daerah diperlukan dukungan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah, Corporate Social Responsibility/CSR dan lainnya), publikasi dan informasi ke masyarakat 
(media sosial, media elektronik, dan lainnya), serta koordinasi dengan pemangku kepentingan 
(stakeholders) terkait (Organisasi Perangkat Daerah/OPD, Bank Indonesia, Tim Pengendali Inflasi 
Daerah/TPID, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah)
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1.2 Tujuan
1.	 Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, baik di tingkat produsen maupun di 

tingkat konsumen; dan
2.	 Meningkatkan keterjangkauan dan daya beli pangan pokok bagi masyarakat.

1.3 Sasaran
1.	 Sasaran lokasi pelaksanaan kegiatan gelar pangan murah dalam rangka stabilisasi pasokan 

dan harga pangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang tersebar di 38 (tiga puluh 
delapan) ibukota provinsi dan diprioritaskan di 150 kabupaten/kota yang menjadi barometer 
inflasi atau IHK, serta kabupaten/kota lainnya; dan

2.	 Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat di lokasi pelaksanaan kegiatan gelar pangan 
murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

1.4 Pengertian
Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:
1.	 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, 

kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah 
yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk 
bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam 
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2.	 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah upaya 
stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, baik di tingkat Produsen untuk melindungi 
harga jual produksi Pangan dengan harga yang layak dan menguntungkan, maupun di tingkat 
Konsumen untuk menjamin harga pembelian bahan Pangan oleh Konsumen dengan harga 
yang wajar.

3.	 Fasilitasi Distribusi Pangan yang selanjutnya disingkat FDP adalah pelaksanaan kegiatan 
SPHP melalui FDP berupa bantuan biaya distribusi Pangan untuk transportasi (termasuk 
biaya bongkar dan muat/handling cost) dan/atau kemasan/packing (termasuk biaya sortasi 
dan pengemasan), yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional kepada pengirim dan/atau 
Penyedia Jasa Distribusi untuk disalurkan dari Produsen ke Konsumen dalam rangka SPHP. 
Selain untuk memberikan kemudahan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen, FDP 
juga diberikan kepada produsen sebagai bentuk perlindungan kepada produsen pada saat 
terjadi harga pangan dibawah HPP/HAP.

4.	 Gerakan Pangan Murah yang selanjutnya disingkat GPM adalah pelaksanaan SPHP melalui 
GPM didasarkan pada beberapa indikator diantaranya:
a.	 terjadinya gejolak pasokan dan harga Pangan; 
b.	 faktor isu nasional antara lain menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN); 
c.	 kebijakan harga pemerintah (HPP, HAP Pembelian, HAP Penjualan dan HET);
d.	 indikator stabilitas harga di tingkat konsumen sebagai sistem peringatan dini; dan 
e.	 Untuk meningkatkan keterjangkauan dan daya beli masyarakat.
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5.	 Kios Pangan adalah pelaksana SPHP melalui outlet pangan berupa toko/warung/kios/
minimarket/lainnya, baik yang dikelola oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang pangan Daerah atau milik perseorangan maupun lembaga untuk 
menjual komoditas bahan Pangan setiap hari ke Konsumen.

6.	 Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan adalah salah satu upaya pemerintah untuk 
mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan serta melakukan tindakan koreksi atas 
penyimpangan yang terjadi, sehingga tercapai dinamika pasokan dan harga yang stabil 
sesuai dengan regulasi yang telah diterbitkan.

7.	 Indikator stabilisasi harga di tingkat Produsen adalah instrumen penentu suatu kondisi 
pasokan, stok, dan harga dalam tingkat penurunan, stabil, atau kenaikan sebagai sistem 
peringatan dini dalam upaya mengambil kebijakan SPHP di tingkat Produsen.

8.	 Gejolak Harga Pangan di tingkat produsen adalah perubahan harga Pangan di tingkat 
Produsen yang mencapai persentase tertentu atau lebih terhadap HPP/HAP yang berlangsung 
selama paling singkat dalam waktu tertentu sesuai spesifikasi masing-masing komoditas 
Pangan, dan/atau dapat meresahkan produsen dan/atau masyarakat berdasarkan laporan 
resmi dari Pemerintah Daerah setempat, Produsen dan/atau stakeholderss terkait.

9.	 Indikator stabilisasi harga di tingkat Konsumen adalah instrumen penentu suatu kondisi 
pasokan, stok, dan harga dalam tingkat penurunan, stabil, atau kenaikan sebagai sistem 
peringatan dini dalam upaya mengambil kebijakan SPHP di tingkat konsumen.

10.	 Gejolak Harga Pangan di tingkat Konsumen adalah perubahan harga Pangan di tingkat 
konsumen yang mencapai persentase tertentu atau lebih terhadap HET/HAP yang berlangsung 
selama paling singkat dalam waktu tertentu sesuai spesifikasi masing-masing komoditas 
Pangan dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan resmi dariPemerintah 
Daerah setempat, Konsumen, dan/atau stakeholderss terkait.

11.	 Produsen adalah petani/peternak/kelompok tani/gabungan kelompok tani/distributor/
importir/pemasok/pelaku usaha pangan yang memproduksi atau menyediakan komoditas 
Pangan.

12.	 Penyelenggara Acara atau Event Organizer yang selanjutnya disebut EO adalah pihak ketiga 
sebpenyedia jasa berbadan hukum yang dapat berbentuk PT, Persero, Firma, CV, Koperasi dan 
badan hukum lainnya di bidang EO untuk kegiatan SPHP melalui GPM.

13.	 Vendor Mitra GPM adalah mitra penyedia bahan pangan antara lain petani/peternak/poktan/
gapoktan, asosiasi, distributor pangan, Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, dan/
atau Pelaku Usaha Pangan lainnya.

14.	 Konsumen adalah perseorangan atau masyarakat atau pelaku usaha Pangan yang 
menggunakan bahan Pangan Pokok dan/atau strategis untuk konsumsi dan/atau bahan 
baku pelaku usaha Pangan.

15.	 Petani adalah Warga Negara Indonesia, baik perseorangan maupun keluarganya yang 
melakukan usaha tani di bidang Pangan.

16.	 Peternak adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan 
usaha peternakan.

17.	 Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelembagaan Petani atau Peternak 
yang dibentuk atas kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban 
untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya

18.	 Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa 
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Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan 
efisiensi serta berkekuatan hukum.

19.	 Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem 
agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, 
pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

20.	Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disebut HPP adalah harga pembelian oleh 
Pemerintah di tingkat produsen untuk jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan menjadi 
Cadangan Pangan Pemerintah.

21.	 Harga Acuan adalah harga Pangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan dengan 
mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya 
distribusi, keuntungan, dan/atau biaya lain.

22.	Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen adalah harga pembelian di Tingkat Produsen 
yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

23.	Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen adalah harga penjualan di Tingkat Konsumen 
yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

24.	Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual tertinggi Pangan 
di pasar rakyat, toko swalayan, dan tempat penjualan eceran lainnya yang ditetapkan oleh 
Kepala Badan.

25.	Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh Produsen untuk Badan Pangan Nasional 
memproduksi bahan Pangan per satuan kilogram (Rp/kg), per satuan liter (Rp/lt), atau 
kilogram berat hidup (Rp/kg BH).

26.	Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan 
Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 
tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan 
negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha 
logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan 
perusahaan.

27.	Badan Usaha Milik Negara di bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah 
Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan, baik produksi, 
distribusi, pemasaran, atau lainnya.

28.	Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMD Pangan adalah 
Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan, baik produksi, 
distribusi, pemasaran, atau lainnya.

29.	Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

30.	Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom.

31.	 Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
Pangan.

32.	Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga 
pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
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PELAKSANAAN

Untuk mengendalikan dan mengurangi dampak inflasi sebagai bagian dari upaya SPHP, Badan 
Pangan Nasional melakukan kegiatan GPM dalam rangka SPHP terutama di wilayah yang 
mengalami atau berpotensi gejolak pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat 
inflasi Pangan relatif tinggi dan pada saat perayaan HBKN. Ruang lingkup kegiatan GPM dalam 
rangka SPHP Tahun 2025 meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia di 38 (tiga puluh delapan) 
ibukota provinsi dan diprioritaskan di 150 (seratus lima puluh) kabupaten/kota yang menjadi 
barometer inflasi atau IHK, serta kabupaten/kota lainnya.

Proses bisnis pelaksanaan Kegiatan GPM dalam rangka SPHP dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema Pelaksanaan Kegiatan GPM dalam rangka SPHP Tahun 2025

1.	 Komoditas Pangan untuk pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP antara lain: beras, 
cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, daging sapi/kerbau, 
daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng, tepung terigu, ikan, dan/
atau pangan lainnya.

2.	 Pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP didasarkan pada beberapa indikator 
diantaranya:

BAB II
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a.	 terjadinya gejolak pasokan dan harga Pangan; 
b.	 faktor isu nasional antara lain menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN); 
c.	 kebijakan harga pemerintah (HPP, HAP tingkat Produsen, HAP tingkat Konsumen dan HET); 
d.	 indikator stabilitas harga di tingkat konsumen sebagai sistem peringatan dini (Tabel 1); 

dan
e.	 untuk meningkatkan keterjangkauan dan daya beli masyarakat.

3.	 Penetapan harga penjualan komoditas pangan pada pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka 
SPHP untuk pengamanan pasokan dan harga pangan ditetapkan oleh pelaksana kegiatan 
dengan mengacu pada HET, HAP tingkat konsumen atau harga pasar yang berlaku di wilayah 
tersebut, dimana harga bahan pangan yang dijual harus di bawah harga pasar.

4.	 Kegiatan GPM dalam rangka SPHP dilaksanakan oleh vendor mitra penyedia bahan pangan 
dari Badan Pangan Nasional dan/atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota. Vendor mitra penyedia bahan pangan antara lain 
Petani/Peternak/Poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, Perum BULOG, BUMN Pangan, 
BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya.

Persyaratan menjadi vendor mitra kegiatan GPM dalam rangka SPHP sebagai berikut:

a.	 bersedia mengisi formulir kesediaan menjadi vendor mitra (Lampiran 3);
b.	 bersedia menyusun perencanaan pengadaan bahan pangan/olahan pangan dengan 

mempertimbangkan kebutuhan, stok dan kontinuitas pasokan;
c.	 bersedia menyediakan bahan Pangan/olahan Pangan berkualitas dan terjangkau bagi 

masyarakat;
d.	 bersedia membuat laporan penjualan bahan Pangan/olahan Pangan; 
e.	 dapat melakukan promosi atau publikasi dan/atau kebijakan harga khusus untuk 

pelaksanaan GPM dalam rangka SPHP; dan
f.	 melakukan koordinasi dengan vendor mitra/pemangku kepentingan (stakeholders) terkait 

lainnya terutama untuk jenis komoditas yang sama.

Tabel 1.
Indikator Stabilitas Harga Tingkat Konsumen sebagai Salah Satu Acuan dalam Pelaksanaan 
Kegiatan GPM dalam rangka SPHP
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Keterangan:
1.	 HET mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional dan/atau Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Eceran Tertinggi, 
2.	 HAP mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas:
3.	 HAP estimasi mengacu struktur biaya dan/atau keuntungan yang wajar.

a.	 Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras; 
b.	 Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, dan Daging Sapi/Kerbau. 

No. Komoditas

Indikator Stabilitas Harga (HET/HAP)

Keterangan
Aman Waspada

Segera 

Diintervensi

1. Beras Premium Harga ≤HET
Harga maksimal 
5% diatas HET

Harga >5% diatas 
HET

HET mengacu Zonasi

2. Beras Medium Harga ≤HET
Harga maksimal 
5% diatas HET

Harga >5% di atas 
HET

HET mengacu Zonasi

3. Jagung Pipilan Kering
Harga maksimal 
10% di atas HAP

Harga >10-20% di 
atas HAP

Harga >20% di 
atas HAP

4.
Kedelai Biji Kering 
(Impor)

Harga maksimal 
10% diatas HAP

Harga >10-20% 
diatas HAP

Harga >20% diatas 
HAP

Kedelai impor (grade 1 
(satu) atau premium)

5. Bawang Merah
Harga maksimal 
10% di atas HAP

Harga >10-25% di 
atas HAP

Harga >25% di 
atas HAP

Rogol Kering Panen.

6. Bawang Putih
Harga maksimal 
10% di atas HAP

Harga >10-25% di 
atas HAP

Harga >25% di 
atas HAP

Bawang putih di 
tingkat konsumen 
produksi dalam negeri 
dan asal impor

7. Cabai Merah Keriting
Harga maksimal 
20% di atas HAP

Harga >20-50% di 
atas HAP

Harga >50% di 
atas HAP

8. Cabai Rawit Merah
Harga maksimal 
20% di atas HAP

Harga >20-50% di 
atas HAP

Harga >50% di 
atas HAP

9 Cabai Merah Besar
Harga maksimal 
20% di atas HAP

Harga >20-50% di 
atas HAP

Harga >50% di 
atas HAP

10.
Daging Sapi (Segar, 
paha depan dan paha 
belakang)

Harga maksimal 
10% di atas HAP

Harga >10-20% di 
atas HAP

Harga > 20% di 
atas HAP

Mengacu kualitas HAP

11.
Daging Sapi/Kerbau 
(Beku)

Harga maksimal 
10% di atas HAP

Harga >10-20% di 
atas HAP

Harga > 20% di 
atas HAP

Mengacu kualitas HAP

12. Daging Ayam Ras
Harga maksimal 
10% di atas HAP

Harga >10-20% di 
atas HAP

Harga > 20% di 
atas HAP

13. Telur Ayam Ras
Harga maksimal 
5% di atas HAP

Harga >5-10% di 
atas HAP

Harga > 10% di 
atas HAP

14. Gula Konsumsi
Harga maksimal 
5% di atas HAP

Harga >5-15% di 
atas HAP

Harga > 15% di 
atas HAP

15. Minyak Goreng
Harga maksimal 
5% di atas HET

Harga >5-10% di 
atas HET

Harga > 10% di 
atas HET

Minyak Goreng Rakyat 
(Minyakita)

16 Ikan
Harga maksimal 
10% diatas HAP 
estimasi

Harga >10-20% di 
atas HAP estimasi

Harga >20% di 
atas HAP estimasi



19

PETUNJUK TEKNIS

BADAN PANGAN NASIONAL

KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH DALAM RANGKA 
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2025

5.	 Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP dapat bersumber 
dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara pusat dan/atau anggaran pendapatan 
dan belanja negara provinsi maupun anggaran pendapatan dan belanja negara kabupaten/
kota atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

6.	 Pelaksana kegiatan adalah pihak ketiga yang berupa EO yaitu penyedia jasa berbadan hukum 
yang dapat berbentuk PT, Persero, Firma, CV, Koperasi dan badan hukum lainnya di bidang EO.

7.	 Tata Kelola pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP sebagai berikut:
a.	 Kegiatan GPM dalam rangka SPHP dapat dilaksanakan oleh Pusat atau atas permintaan 

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi dan 
kabupaten/kota, kementerian/lembaga, organisasi masyarakat dan pemangku 
kepentingan (stakeholders) lainnya;

b.	 Sumber Pendanaan
1.	 Dana Pusat: masyarakat, kementerian/lembaga, stakeholders lainnya atau Dinas yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi/kabupaten/kota 
bersurat kepada Badan Pangan Nasional melalui cq Direktur Stabilisasi Pasokan 
dan Harga Pangan, Deputi Bidang Ketersedian dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan 
Nasional untuk pengajuan kegiatan GPM dalam rangka SPHP, yang selanjutnya dapat 
dilakukan persetujuan oleh Pusat;

2.	 Dana Dekonsentrasi Provinsi: masyarakat, OPD atau pemangku kepentingan 
(stakeholders) lainnya bersurat ke Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah 
bidang Pangan Provinsi untuk pengajuan kegiatan GPM dalam rangka SPHP, yang 
dapat ditembuskan ke Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Deputi 
Bidang Ketersedian dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional;

3.	 Dana lainnya: Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pangan 
Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengajukan usulan pendanaan kegiatan GPM kepada 
pemangku kepentingan (stakeholders) terkait (Bank Indonesia, Perbankan, Perusahaan 
dan Lainnya), yang dapat ditembuskan ke Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga 
Pangan, Deputi Bidang Ketersedian dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional.

4.	 Mandiri: Pusat atau Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang 
Pangan provinsi/kabupaten/kota dapat melaksanakan kegiatan SPHP melalui GPM 
secara mandiri (tanpa dukungan APBN/APBD/lainnya), namun dapat memfasilitasi 
penyediaan dan penjualan bahan pangan melalui vendor mitra GPM.

c.	 Pusat atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan 
provinsi dan kabupaten/kota, kementerian/lembaga atau organisasi masyarakat 
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP dengan EO di wilayah 
lokasi kegiatan GPM dalam rangka SPHP dan dapat bekerja sama dengan pemangku 
kepentingan (stakeholders) terkait;

d.	 Pusat atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan 
provinsi dan kabupaten/kota, kementerian/lembaga atau organisasi masyarakat 
mengkoordinasikan waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, jenis komoditas, harga 
dan volume komoditas yang disediakan serta teknis pelaksanaan lainnya;

e.	 Komponen kegiatan GPM dalam rangka SPHP antara lain:
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1.	 Penyiapan pangan: pengangkutan bahan Pangan (dengan atau tanpa biaya FDP), 
subsidi transportasi dan lainnya;

2.	 Penyiapan tempat: sewa tenda, sound system, meja dan kursi, lainnya;
3.	 Penjualan bahan Pangan: maksimal sesuai HET, HAP tingkat konsumen, atau dibawah 

harga pasar, (subsidi harga anggaran pendapatan dan belajar daerah atau dukungan 
dana lainnya) dan lainnya;

4.	 Media sosialisasi dan publikasi: infografis, brosur, baliho, standing banner, spanduk/
backdrop, umbul – umbul, iklan, media cetak dan elektronik, dan lainnya (Lampiran 
2).

5.	 Operasionalisasi: transport lokal, konsumsi, lainnya.

Komponen dari masing-masing kegiatan merupakan contoh yang dapat disesuaikan 
dengan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing wilayah.

f.	 Untuk publikasi, logo Badan Pangan Nasional dan pemangku kepentingan (stakeholders) 
terkait, (Perum BULOG, BUMN Pangan, BUMD Pangan, Pemerintah Daerah, PKK, Satgas 
Pangan dan lainnya) dicantumkan dalam infografis, brosur, baliho, standing banner, 
spanduk/backdrop, umbul – umbul, iklan, media cetak dan elektronik, dan lainnya.

g.	 Setelah selesai pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP, Pusat atau Dinas yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi dan kabupaten/kota, 
kementerian/lembaga atau organisasi masyarakat bersama dengan EO membuat laporan 
pelaksanaan yang disertai dengan dokumen kegiatan antara lain infografis, brosur, baliho, 
standing banner, spanduk/backdrop, umbul – umbul, iklan, link berita media cetak dan 
elektronik, foto open camera, berita acara hasil pendistribusian/penjualan Pangan dan 
kelengkapan administrasi pencairan anggaran.

h.	 Dokumen laporan kegiatan GPM dalam rangka SPHP tersebut dilaporkan kepada Pejabat 
Pembuat Komitmen Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atau Provinsi 
yang ditembuskan kepada Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan 
Nasional paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah terlaksananya 
kegiatan GPM.
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ANGGARAN DAN 
PELAPORAN

3.1 Anggaran
Pelaksana kegiatan GPM dalam rangka SPHP, baik Pusat atau Dinas yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi dan kabupaten/kota, kementerian/lembaga 
dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya bersama dengan EO menyusun, 
melaporkan dan memberikan bukti penggunaan dana operasional yang bersumber dari daftar 
isian pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional kepada Pejabat Pembuat Komitmen Deputi 
Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan untuk anggaran Pusat, atau kepada PPK Dinas yang 
menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pangan Provinsi untuk anggaran Dekonsentrasi. 
Anggaran kegiatan GPM dalam rangka SPHP:

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP tersebut sudah termasuk 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Penghasilan (PPh) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh RAB kegiatan GPM dalam rangka SPHP sebagaimana terlihat pada Tabel 2 (tingkat 
provinsi) dan Tabel 3 (tingkat kabupaten/kota).

Tabel 2. Contoh RAB Kegiatan GPM dalam rangka SPHP Provinsi Tahun 2025

Keterangan:
1.	 RAB hanya sebagai contoh, komponen penggunaan dana operasional dapat disesuaikan dengan skala prioritas dan kondisi 

masing–masing wilayah. RAB tersebut sudah termasuk pajak (PPN 12% dan PPh 2%).
2.	 pengangkutan bahan pangan diprioritaskan untuk bahan Pangan dari Petani dan Peternak.
3.	 biaya baliho sudah termasuk pencetakan, peralatan, dan pemasangan.
4.	 spanduk/backdrop tenda dan umbul-umbul (sudah termasuk pencetakan, peralatan, dan pemasangan) dapat digunakan 

untuk pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP berikutnya.
5.	 diutamakan untuk vendor penyedia dan penjual bahan Pangan.

No Komponen Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pengangkutan Bahan Pangan 
(transport dan bongkar muat)2) 20,000 Kg                  400 8,000,000 

2 Bahan Promosi 1 Paket 500,000 500,000 

3 Baliho 3) 1 Paket             700,000  700,000 

4 Sewa Tenda, Meja dan Kursi, Sound 
System 4 Paket 1,000,000 4,000,000

5 Spanduk/Backdrop 4) 1 Paket             800,000 800,000 

6 Umbul-umbul 4) 10 Pack 160,000      1,600,000 

7 Konsumsi 5) 30 Paket               30,000 900,000 

8 Transport Lokal 5) 15 OH 100,000 1,500,000

9 Publikasi di media Nasional atau 
Lokal 1 Paket 2,000,000 2,000,000

Total 20,000,000 

BAB III
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Tabel 3. Contoh RAB Kegiatan GPM dalam rangka SPHP Kabupaten/Kota tahun 2025

Keterangan:
1.	 RAB hanya sebagai contoh, komponen penggunaan dana operasional dapat disesuaikan dengan skala prioritas dan kondisi 

masing–masing wilayah. RAB tersebut sudah termasuk pajak (PPN 12% dan PPh 2%).
2.	 pengangkutan bahan pangan diprioritaskan untuk bahan Pangan dari Petani dan Peternak.
3.	 biaya baliho sudah termasuk pencetakan, peralatan, dan pemasangan.
4.	 spanduk/backdrop tenda dan umbul-umbul (sudah termasuk pencetakan, peralatan dan pemasangan) dapat digunakan untuk 

pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP berikutnya.
5.	 diutamakan untuk vendor penyedia dan penjual bahan Pangan.

3.2 Pelaporan
Sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan GPM dalam 
rangka SPHP yang menggunakan anggaran APBN, Dinas yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintah bidang Pangan Provinsi agar membuat dan menyampaikan laporan kegiatan SPHP 
melalui GPM setiap Triwulan kepada Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ditembuskan 
kepada PPK Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional, baik 
yang menggunakan anggaran Pusat atau Dekonsentrasi (Lampiran 4). Pelaksanaan kegiatan 
GPM dalam rangka SPHP yang menggunakan anggaran APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/
kota atau mandiri dapat dilaporkan kepada Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Laporan pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP yang 
menggunakan:

1.	 anggaran Pusat, disampaikan kepada PPK Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi 
Pangan, Badan Pangan Nasional; dan

2.	 anggaran Dekonsentrasi, disampaikan kepada PPK Dinas yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Pangan provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Pangan provinsi. 

Kedua laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari 
kalender terhitung setelah terlaksananya kegiatan GPM dalam rangka SPHP (Lampiran 9).
Kelengkapan dokumen laporan dan berkas administrasi menjadi acuan untuk proses pembayaran. 
Selain itu, laporan kegiatan GPM dalam rangka SPHP dapat diinput ke dalam aplikasi Sistem 
Informasi Gerakan Pangan Murah (SiGempur).

No Komponen Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 Pengangkutan Bahan Pangan 
(transport dan bongkar muat)2) 15,000 Kg 400 6,000,000

2 Bahan Promosi 1 Paket 500,000 500,000 

3 Baliho 3) 2 Paket 350,000  700,000 

4 Sewa Tenda, Meja dan Kursi, Sound 
System 3 Paket 1,000,000 3,000,000

5 Spanduk/Backdrop 4) 1 Paket 500,000 500,000 

6 Umbul-umbul 4) 6 Paket 150,000      900,000 

7 Konsumsi 5) 30 Paket  30,000 900,000 

8 Transport Lokal 5) 15 OH 100,000 1,500,000

9 Publikasi di media Nasional atau Lokal 1 Paket 1,000,000 1,000,000

Total 15,000,000 
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3.3 Titik Kritis
Pengendalian terhadap titik kritis pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana SPHP dilakukan 
oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta PPK Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, 
Badan Pangan Nasional atau Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pangan 
Provinsi. Instrumen regulasi pengendalian yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan SPHP 
antara lain: 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 mengatur tentang Standar Biaya Masukan untuk Tahun 
Anggaran 2025.

Titik kritis dalam pelaksanaan kegiatan SPHP melalui GPM yang perlu mendapatkan perhatian, 
antara lain:

1.	 Sosialisasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, 
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, dan Dinas 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi dan kabupaten/kota 
kepada pemangku kepentingan (stakeholders) terkait sebagai penyelenggara kegiatan GPM 
dalam rangka SPHP;

2.	 Persiapan, identifikasi, seleksi, dan penentuan calon vendor mitra GPM dalam rangka SPHP 
dan penentuan EO sebagai pelaksana GPM dalam rangka SPHP;

3.	 Kesesuaian pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP sesuai Pedoman Umum dan 
Petunjuk Teknis Kegiatan GPM dalam rangka SPHP (harga, kualitas dan kuantitas) vendor 
mitra GPM; dan

4.	 Evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PPK Deputi Bidang 
Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional dan PPK Dinas yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP dapat berjalan sesuai dengan 
ketentuan dan aturan yang berlaku perlu dilakukan pengawasan baik ditingkat Pusat maupun 
Daerah. Waktu pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu 
apabila diperlukan. Analisis Risiko Kegiatan GPM dalam rangka SPHP Tahun 2025 terlihat pada 
Tabel 4.
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Tabel 4.
Analisis Risiko Kegiatan SPHP Melalui GPM Tahun 2025

No.
Identifikasi Risiko

Dampak
Uraian Risiko Penyebab Risiko

1 Sosialisasi Juknis 
Kegiatan GPM dalam 
rangka SPHP kurang 
optimal.

Materi sosialisasi tidak 
tersampaikan ke seluruh pemangku 
kepentingan.

Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai 
dengan aturan yang dirumuskan        
dalam Juknis karena kurangnya 
kapasitas dan pemahaman 
pelaksana kegiatan.

2 Hasil identifikasi dan 
penentuan penentuan 
calon vendor mitra dan 
penentuan EO kurang 
sesuai.

Badan Pangan Nasional dan/atau 
Dinas yang menyelenggarakan 
urusan Pemerintah bidang Pangan 
propinsi/kabupaten/kota kurang 
cermat dalam penentuan calon 
vendor mitra dan penentuan EO.

Sasaran dan tujuan kegiatan yang 
diharapkan tidak tercapai karena 
syarat kecukupan keberhasilan   
dalam penyalur bahan pangan tidak 
dapat terpenuhi.

3 Pelaksanaan kegiatan 
GPM dalam rangka SPHP 
kurang efektif dan efisien.

Badan Pangan Nasional dan/atau 
Dinas yang menyelenggarakan 
urusan Pemerintah bidang Pangan 
propinsi/kabupaten/kota kurang 
memahami Pedum SPHP dan Juknis 
Kegiatan GPM dalam rangka SPHP.

Sasaran penerima manfaat yang 
diharapkan tidak tercapai karena 
tujuan pelaksanaan kegiatan SPHP 
melalui GPM kurang efektif dan 
efisien.

4 Koordinasi, advokasi, 
evaluasi dan pelaporan 
belum dilaksanakan 
secara optimal.

Pelaksana kegiatan terbatas 
atau kurang kompeten, serta 
keterbatasan sumber daya.

Sasaran dan tujuan kegiatan yang 
diharapkan tidak optimal karena 
kurangnya kapasitas dan sarana 
pendukung pelaksana dalam 
melaksanakan kegiatan.
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ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP harus memenuhi kaidah pengelolaan sesuai 
prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih 
(clean governance) yang dilaksanakan oleh organisasi dari tingkat pusat sampai tingkat pelaksana. 
Organisasi tersebut terdiri dari:
a.	 Badan Pangan Nasional; 
b.	 Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi dan Kabupaten/

Kota;
c.	 Vendor Mitra GPM); dan
d.	 EO.

Masing-masing pelaksana organisasi memiliki tugas sebagai berikut:

4.1 Badan Pangan Nasional
1.	 Menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan SPHP;
2.	 Melaksanakan sosialisasi kegiatan GPM dalam rangka SPHP kepada pemangku kepentingan 

(stakeholders) terkait;
3.	 Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait untuk 

pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP;
4.	 Menerima dan memverifikasi laporan atau usulan dari masyarakat, kementerian/lembaga, 

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi dan Kabupaten/
Kota, atau pemangku kepentingan terkait kegiatan GPM dalam rangka SPHP;

5.	 Dapat memberikan penugasan kepada EO sebagai pelaksana kegiatan GPM dalam rangka 
SPHP;

6.	 Menyetujui dan/atau melaksanakan kegiatan GPM dalam rangka SPHP berdasarkan usulan 
dan/atau hasil pemantauan;

7.	 Dapat menentukan vendor mitra, waktu, lokasi kegiatan, jenis, dan volume serta harga bahan 
Pangan; 

8.	 Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka 
SPHP; dan

9.	 Membuat laporan pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP.

BAB IV
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4.2 Dinas yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintah Bidang Pangan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota
1.	 Dapat menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP;
2.	 Melaksanakan sosialisasi kegiatan GPM dalam rangka SPHP kepada pemangku kepentingan 

(stakeholders) terkait;
3.	 Memberikan penugasan kepada EO sebagai pelaksana kegiatan GPM dalam rangka SPHP;
4.	 Menerima dan memverifikasi laporan dari EO terkait pelaksana kegiatan GPM dalam rangka 

SPHP; 
5.	 Dapat mengusulkan kegiatan GPM dalam rangka SPHP ke Badan Pangan Nasional;
6.	 Melakukan koordinasi dan memberikan usulan terkait pengaturan pelaksanaan kegiatan 

GPM dalam rangka SPHP di wilayahnya, yang meliputi antara lain: menentukan vendor mitra, 
waktu, lokasi kegiatan, jenis, dan volume serta harga bahan;

7.	 Melaksanakan kegiatan GPM dalam rangka SPHP sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan

8.	 Melaporkan pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP setelah kegiatan selesai kepada 
Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Kedeputian 
Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional.

4.3 Vendor Mitra GPM
1.	 Dapat melakukan sosialisasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan GPM dalam 

rangka SPHP;
2.	 Dapat menerima penugasan dari Badan Pangan Nasional dan/atau Dinas yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota 
dalam pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP;

3.	 Dapat menerima FDP dalam rangka SPHP baik di tingkat produsen maupun di tingkat 
konsumen dalam pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP;

4.	 Melaksanakan kegiatan GPM dalam rangka SPHP dan berkomitmen mengikuti ketentuan 
jenis, volume, harga bahan pangan, waktu penyediaan, dan waktu penyaluran kegiatan GPM 
dalam rangka SPHP; dan

5.	 Melaporkan pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP setelah kegiatan selesai kepada 
Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dan/atau 
Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan Provinsi dan Kabupaten/
Kota.

4.4 Event Organizer (EO)
1.	 Berbadan hukum dan memiliki izin usaha untuk penyelenggaraan kegiatan, memiliki NPWP, 

dan nomor rekening perusahaan EO;
2.	 Berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan SPHP melalui GPM sesuai dengan Rincian 

Anggaran Biaya (RAB) dan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak;
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3.	 Menyiapkan sarana, prasarana, dan dukungan opersional pelaksanaan GPM sesuai dengan 
RAB dan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak; dan

4.	 Membuat laporan pelaksanaan yang disertai dengan dokumen kegiatan kepada PPK Deputi 
Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atau PPK Dinas yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintah bidang Pangan Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung 
setelah terlaksananya GPM dalam rangka SPHP.
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PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi Badan Pangan Nasional atau Dinas 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan provinsi dan kabupaten/kota, 
kementerian/lembaga, atau pemangku kepentingan (stakeholders) terkait pelaksanaan kegiatan 
GPM dalam rangka SPHP Tahun 2025. 
Kesamaan persepsi dan pelaksanaan dari pemangku kepentingan stakeholders terkait sangat 
diperlukan untuk keberhasilan kegiatan. Keberhasilan kegiatan ini sangat ditentukan oleh 
kerjasama yang terjalin serta komitmen dari seluruh pihak, mulai dari tahap persiapan, 
pelaksanaan, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan GPM dalam rangka SPHP 
Tahun 2025.

DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN 
DAN STABILISASI PANGAN 
BADAN PANGAN NASIONAL,

I GUSTI KETUT ASTAWA

BAB V
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Lampiran 1.
Contoh Surat Pengajuan Kegiatan GPM dalam rangka SPHP



30

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH DALAM RANGKA 
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2025

BADAN PANGAN NASIONAL

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
GERAKAN PANGAN MURAH (GPM) TAHUN 2024
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HARGA PANGAN POKOK 2 (DUA) MINGGU TERAKHIR
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DATA HARGA PANGAN STRATEGIS PEDAGANG ECERAN DI PASAR BLIMBING
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Lampiran 2.
Contoh Infografis dan Publikasi (Spanduk/Umbul-Umbul/Baliho)

A. Infografis Memuat Informasi:

1.	 Logo Badan Pangan Nasional dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya (logo 
Pemerintah Daerah, Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, PKK, dan lainnya);

2.	 Judul kegiatan;
3.	 Jenis komoditas dan harga pangan yang dijual;
4.	 Lokasi, waktu dan tanggal penyelenggaraan; Lokasi, waktu dan tanggal penyelenggaraan;
5.	 Contact person/narahubung dan Nomor HP yang dihubungi; dan
6.	 Posisi logo pemasok dan lainnya.
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B. Spanduk/Umbul-umbul/Baliho/Backdrop Memuat Informasi:

1.	 Logo Badan Pangan Nasional dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya (logo 
Pemerintah Daerah, Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, PKK, dan lainnya);

2.	 Judul kegiatan;
3.	 Jenis komoditas dan harga pangan yang dijual;
4.	 Lokasi, waktu, tanggal penyelenggaraan; dan
5.	 Posisi logo pemasok dan lainnya.
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Lampiran 3.
Form Kesediaan Menjadi Vendor Mitra GPM

KOP SURAT PERUSAHAAN/UMKM 
VENDOR/MITRA GPM

Surat Keterangan Kesediaan Menjadi Mitra Gerakan Pangan Murah
Pada hari ini, ...... tanggal ........ bulan ........ tahun ...... yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	 :
Alamat Lengkap	 :
Nomor HP		 :
Jabatan		  : 
Nama Vendor		  :
Komoditas/Produk	 :

Bersedia menjadi Mitra Gerakan Pangan Murah (GPM) Badan Pangan Nasional dan bersedia 
memasok dan/atau menjual bahan pangan untuk kegiatan GPM dalam rangka menjaga 
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). 

Dalam pelaksanaan GPM dalam rangka SPHP saya bersedia untuk menjual harga mengacu Harga 
Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Pemerintah (HAP) atau di bawah harga pasar sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertikan petunjuk teknis kegiatan 
Gerakan Pangan Murah dalam dalam rangka SPHP.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk keperluan pelaksanaan GPM Badan Pangan 
Nasional.

Tempat, 
Tanggal/Bulan/Tahun Jabatan

(Tanda tangan dan cap)

Nama
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Lampiran 4.
Format Laporan Triwulan

Laporan Kegiatan
Gerakan Pangan 
Murah
Tahun 2025

Kab/Kota:

Provinsi:
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LAPORAN PELAKSANAAN 
KEGIATAN 

GERAKAN PANGAN MURAH DALAM RANGKA 
STABILISASI 

PASOKAN DAN HARGA PANGAN
PROVINSI/KABUPATEN/

KOTA:________________ TA. 2025

1.	 GPM selama periode Januari sampai dengan ……….2025 telah dilakukan sebanyak …… (......) titik
2.	 Sumber dana pelaksanaan kegiatan GPM berasal dari……….dengan rincian dari dana Pusat 

sebanyak…… (......); Dana Dekonsentrasi sebanyak …. (......) titik; APBD Provinsi sebanyak……..(......) 
titik; APBD Kabupaten/Kota sebanyak…….titik; CSR sebanyak……..titik; dll.

3.	 Keikutsertaan vendor mitra pemasok terbanyak adalah …………….. (......) kg Vendor………..
4.	 Omset GPM tertinggi: Rp…………………… (......)
5.	 Komoditas Pangan yang terjual terbanyak ……… (......) Kg; Komoditi…………
6.	 Pejabat tertinggi yang pernah hadir:………………………..

1.	 GERAKAN PANGAN MURAH (GPM) Di…………………………….
a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1.	 GPM dilaksanakan pada tanggal ………………………….
2.	 Lokasi GPM dilaksanakan di ……………………………………………

b. Sumber Dana Kegiatan GPM:…………………………………..

c. Pelaksana Kegiatan

1.	 Dinas:……………………………………………………………………
2.	 Event Organizer (EO)……………………………………………..
3.	 Alamat EO:………………………………………………………..….
4.	 Pemilik EO:…………………………………………………………...
5.	 NO HP EO:…………………………………………………………….
6.	 No Rekening Bank EO:………………………………………….

*) apabila tidak menggunakan dana Dekonsentrasi/Pusat abaikan data EO

d. Vendor Mitra Produsen/Distributor Pemasok Pangan GPM

No Nama Mitra Pangan Yang 
Dijual

Vol/kg Keterangan

1

2
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3

4

5

6

7

8

9

10

11 dst

e. yang hadir/membuka pelaksanaan kegiatan

1.	 GPM dibuka oleh ……………………………………………….
2.	 GPM dihadiri oleh………………………………………………

f. OPD atau pihak yang terlibat

1.	 ……………………………………………………………………………
2.	 ……………………………………………………………………………
3.	 ……………………………………………………………………………
4.	 ……………………………………………………………………………

g. Jumlah dan Jenis Komoditi Pangan yang dijual

No Jenis 
Komoditi

Volume
(Kg)

Total
(Rp)

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Pangan Lainnya

Harga 
(Rp/Kg/L)
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2.	 GERAKAN PANGAN MURAH (GPM) Di…………………………….

h. Dokumentasi Foto Kegiatan Gerakan Pangan Murah

Hari/Tanggal : ……………………………………………………………
Lokasi : ……………………………………………………………

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1.	 GPM dilaksanakan pada tanggal ………………………….
2.	 Lokasi GPM dilaksanakan di …………………………………

b. Sumber Dana Kegiatan GPM:…………………………………..

c. Pelaksana Kegiatan

1.	 Dinas:……………………………………………………………………
2.	 Event Organizer (EO)……………………………………………..
3.	 Alamat EO:………………………………………………………..….
4.	 Pemilik EO:…………………………………………………………...
5.	 NO HP EO:…………………………………………………………….
6.	 No Rekening Bank EO:………………………………………….

*) apabila tidak menggunakan dana Dekonsentrasi/Pusat abaikan data EO

d. Vendor Mitra Produsen/Distributor Pemasok Pangan GPM

No Nama Mitra Pangan Yang 
Dijual

Vol/kg Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 dst
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e. yang hadir/membuka pelaksanaan kegiatan

1.	 GPM dibuka oleh ……………………………………………….
2.	 GPM dihadiri oleh………………………………………………

f. OPD atau pihak yang terlibat

1.	 ……………………………………………………………………………
2.	 ……………………………………………………………………………
3.	 ……………………………………………………………………………
4.	 ……………………………………………………………………………

g. Jumlah dan Jenis Komoditi Pangan yang dijual

h. Dokumentasi Foto Kegiatan Gerakan Pangan Murah

Hari/Tanggal : ……………………………………………………………
Lokasi : ……………………………………………………………

i. Dan seterusnya

No Jenis 
Komoditi

Volume
(Kg)

Total
(Rp)

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Pangan Lainnya

Harga 
(Rp/Kg/L)
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Lampiran 5.
Contoh Kuitansi Kegiatan GPM dalam rangka SPHP

KUITANSI
Nomor: ……..

Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan NasionalDiterima dari		  :

Dua Puluh Juta RupiahBanyaknya uang	 :

Pelaksanaan Gerakan Pangan Mudah dalam rangka Stabilisasi 
Pasokan dan Harga Pangan yang diselenggarakan di …. Tanggal …… 
untuk mendukung upaya rencana Dinas …. Dalam rangka menjaga 
stabilisasi pasokan dan harga pangan, sesuai faktur terlampir.

Untuk Pembayaran	 :

PT/CV/Firma/Koperasi (EO)

Materai

(NAMA JELAS)

BADAN PANGAN NASIONAL

SETUJU DIBAYAR
A.N KUASA PENGGUNA 

ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN 

DAN
STABILISASI PANGAN

SATUAN KERJA BADAN PANGAN 
NASIONAL

DONNY TRI WARDANA, S.T
NIP. 197810202010011004
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Lampiran 6.
Contoh Faktur Kegiatan GPM dalam rangka SPHP

Faktur Nomor: ……

Terbilang: Dua Puluh Juta Rupiah
Harga termasuk pajak yang berlaku

PT/CV/Firma/Koperasi (EO)

TTD, Stempel

(NAMA JELAS)
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Lampiran 7.
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kegiatan GPM dalam rangka SPHP

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pada hari ini, …..Tanggal……Tahun 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Ketersediaan 
dan Stabilisasi Pangan dalam hal ini bertindak atas nama 
Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Ketersediaan 
dan Stabilisasi Pangan yang berkedudukan di Jl. Harsono 
RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut 
PIHAK KESATU.

1.	 Dony Tri Wardana, S.T	 : 

Pemilik PT/CV/Koperasi…. yang berkedudukan di ….. dalam 
hal ini bertindak untuk dan atas nama Penyedia Jasa. 
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

2.	 Nama Pemilik PT/CV/	
Koperasi			   :

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah memeriksa, meneliti dan menerima hasil 
pekerjaan dengan baik dari PIHAK KEDUA, pekerjaan Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan 
di …… pada tanggal ….. untuk mendukung Upaya dan rencana Dinas …. Dalam rangka menjaga 
stabilitas pasokan dan harga pangan dalam keadaan baik dan lengkap, sesuai Kwitansi Nomor 
…… tanggal …..

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan GPM dalam rangka SPHP ini dibuat untuk 
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

ttd dan cap instansi

(NAMA JELAS)

Tempat, Tanggal
PIHAK KESATU

DONY TRI WARDANA, S.T
NIP. 197810202010011004



46

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH DALAM RANGKA 
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2025

BADAN PANGAN NASIONAL

Lampiran 8.
Berita Acara Hasil Pendistribusian/Penjualan Pangan Kegiatan GPM dalam rangka SPHP

Berita Acara Hasil Pendistribusian/Penjualan Pangan

Pada hari ini, …..Tanggal……Tahun 2025, kami yang bertanda tangan dibawah 
ini: Nama:……
Dalam hal ini selaku dan bertindak untuk dan atas nama Pemilik PT/CV/Koperasi…….,….yang 
beralamat di………..

Menyatakan dengan sebenarnya hasil pendistribusian/penjualan kegiatan GPM dalam rangka 
SPHP tanggal ……yang bertempat di…….adalah sebagai berikut:

No Jenis 
Komoditi

Volume
(Kg)

Total
(Rp)

Keterangan

1

2

3

Harga 
(Rp/Kg/L)

Demikian Berita acara hasil pendistribusian/Penjualan kegiatan GPM dalam rangka SPHP ini 
dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT/CV/Firma/Koperasi (EO)

ttd dan cap instansi

(NAMA JELAS)

Mengetahui, 
Kepala Dinas/Kepala Bidang

(NAMA JELAS)
NIP.

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu
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Lampiran 9.
Contoh Berkas Pertanggungjawaban Kegiatan GPM dalam rangka SPHP

A. Contoh Berkas Kelengkapan Dokumen Pengangkutan Bahan 		
     Pangan

1.	 Contoh Surat Jalan

2.	 Contoh Kwitansi Pengiriman

3.	 Contoh SIM dan STNK Pengemudi 



48

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN GERAKAN PANGAN MURAH DALAM RANGKA 
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TAHUN 2025

BADAN PANGAN NASIONAL

4.	 Contoh NPWP

5.	 Contoh Dokumentasi Pengiriman dan Bongkar Muat

B. Contoh Kelengkapan Berkas Dokumen Kegiatan GPM dalam 		
     rangka SPHP 

Komponen SPJ:
1.	 Surat Usulan dan balasan GPM;
2.	 Pemberitahuan Penawaran;
3.	 Kuitansi EO (lebih dari 5.000.000 (lima juta rupiah) menggunakan meterai Rp 10.000 (sepuluh 

ribu));
4.	 Faktur EO;
5.	 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) (lebih dari 5.000.000 (lima juta rupiah) 

menggunakan meterai Rp 10.000 (sepuluh ribu));
6.	 Berita Acara Hasil Penjualan/Pendistribusian Pangan;
7.	 NPWP dan Nomor Rekening EO;
8.	 Izin Usaha dan NIB;
9.	 Laporan singkat kegiatan GPM dan Dokumentasi open camera;
10.	 Tanda terima konsumsi, transport lokal atau bahan promosi lainnya (jika ada di RAB);
11.	 Komponen administrasi biaya pendistribusian bahan pangan (jika ada di RAB)
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Contoh :

1.	 Pemberitahuan Penawaran 2.	 Kuitansi EO

3.	 Faktur 4.	 Berita acara serah terima pekerjaan
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5.	 Berita acara pendistribusian/
penjualan

6.	 NPWP dan No Rekening EO

7.	 Izin Usaha dan NIB
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8.	 Laporan singkat kegiatan GPM dan Dokumentasi open camera

9.	 Tanda terima konsumsi, transport lokal 
atau bahan promosi lainnya





I Oeputi Bidang Ketersediaan & Stabilisasi Pangan 
Badan Pangan Nasional 
Tahun 2024 

Badan Pangan 
Nasional 

PnEiUN~UK TEKNIS 
~egiatan Stabilisasi Pasokan & Harga P.angan 
melalui Gerakan Pangan Murah 

['AHUN 2024 



1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5360); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6267); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan 
Nasional Nomor 05/TS.02.02/K/I/2024 telah ditetapkan 
Pedoman Umum Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 
Tahun 2024; 

b. bahwa untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan 
kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui 
Gerakan Pangan Murah, perlu disusun Petunjuk Teknis; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tentang 
Petunjuk Teknis Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga 
Pangan melalui Gerakan Pangan Murah Tahun 2024; 

DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN 
BADAN PANGAN NASIONAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN 
BADAN PANGAN NASIONAL 

NOMOR: 01/TS.02.01/B/1/2024 
TENT ANG 

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN 
MELALUI GERAKAN PANGAN MURAH TAHUN 2024 

BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY) 
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550 

Telepon {021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619 Website: 
http://badanpangan.go.id/ · Email: nfa_official@badanpangan.go.id 

BAD AN PANGAN NASIONAL 



MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN 
STABILISASI PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN STABILISASI PASOKAN DAN 
HARGA PANGAN MELALUI GERAKAN PANGAN MURAH 
TAHUN 2024. 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Badang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
63); 

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan 
Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 162); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024; 

7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372); 

8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan 
Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen untuk 
Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras; 

9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 
tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan 
Kedelai di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1339); 

10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga 
Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 265); 

11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291); 

12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 
tentang Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional 
Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di 
Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat 
Konsumen untuk Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabe 
Rawit Merah, Cabe Merah Keri ting, Daging Sapi/ Kerbau, 
dan Gula Konsumsi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 N omor 561); dan 

13. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 
05/TS.02.02/K/1/2024 tentang Pedoman Umum 
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tahun 2024. 

2 

Menetapkan 



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 
l. Kepala Badan Pangan Nasional; 
2. Inspektur Badan Pangan Nasional; 
3. Gubernur di Seluruh Indonesia; 
4. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia; 
5. Kepala Dinas Provinsi yang mempunyai tugas a tau menyelenggarakan tugas 

di bidang pangan; 
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas atau 

menyelenggarakan tugas di bidang pangan; 
7. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional; dan 
8. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi 

Pangan, Badan Pangan Nasional. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggall( Januari 2024 
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN 

~=5:S.:AN STABILISASI PANGAN 
PANGAN NASIONAL, 

KEEMPAT 

KETIGA 

KE DUA 

Menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Stabilisasi Pasokan 
dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah Tahun 
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
Petunjuk Teknis Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga 
Pangan melalui Gerakan Pangan Murah Tahun 2024 
digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah 
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan stakeholder 
terkait untuk melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan 
Murah dalam rangka memberikan kemudahan bagi 
masyarakat untuk memperoleh bahan pangan dengan harga 
yang terjangkau guna mendukung stabilisasi pasokan dan 
harga serta pengendalian inflasi pangan. 
Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya 
Kepu tusan ini dibe bankan pada Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 
2024. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

KESATU 
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A. Latar Belakang 

Keadaan geografis Indonesia yang luas dan berupa kepulauan serta karakteristik 
komoditas pangan di Indonesia umumnya diproduksi menurut agro ekosistem 
pada wilayah tertentu dan bersifat musiman sehingga menimbukkan adanya 
daerah surplus dan defisit, sedangkan lokasi konsumen tersebar di seluruh 
pelosok tanah air, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan dan 
relatif konstan sepanjang tahun. Pola panen yang berbeda menyebabkan variasi 
pasokan dan harga pangan antar waktu serta wilayah. Pada saat terjadi panen 
raya, pasokan akan meningkat, sedangkan di sisi lain pada periode paceklik 
pasokan akan berkurang. 

Adanya kesenjangan harga antara produsen dan konsumen disebabkan oleh 
berbagai faktor yang menghambat distribusi pangan diantaranya: (1) hambatan 
pasokan; (2) cuaca; (3) biaya pengangkutan yang tinggi; (4) kualitas 
infrastruktur; (5) perilaku pedagang; dan (6) pengelolaan stok. Perlu adanya 
sebuah sistem sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang efektif, 
efisien, dan berkeadilan, serta bisa menghubungkan antara wilayah yang defisit 
dan wilayah yang surplus. 

Kondisi tersebut seringkali menimbulkan terjadinya fluktuasi pasokan clan 
harga pangan yang berakibat ketidakpastian harga pangan baik di tingkat 
produsen maupun konsumen. Fluktuasi yang terlalu tinggi dari pasokan dan 
harga komoditas pangan dapat memberikan dampak yang sangat merugikan 
bagi petani/ peternak, pengolah, pedagang, hingga konsumen dan berpotensi 
menimbulkan keresahan sosial, dimana dalam ekskalasi lebih luas akan 
mempengaruhi inflasi. 

Pada saat inflasi terjadi, kenaikan harga pangan cukup mempengaruhi daya beli 
masyarakat. Hal ini mengurangi keterjangkauan masyarakat terhadap pangan. 
Untuk mengendalikan inflasi pangan, Badan Pangan Nasional melakukan 
kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan melalui Gerakan Pangan Murah 
(SPHP GPM) terutama di wilayah yang mengalami atau berpotensi gejolak 
pasokan dan harga pangan, serta di wilayah yang tingkat inflasi pangan relatif 
tinggi. Kegiatan SPHP GPM merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk 
mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga 
terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian 
inflasi pangan. 

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA 
PANGAN MELALUI GERAKAN PANGAN MURAH 

TAHUN 2024 

LAMPI RAN 
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG 
KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN 
BADAN PANGAN NASIONAL 
NOMOR: 01/TS.02.01/B/ 1/2024 
TENT ANG 
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN STABILISASI 
PASOKAN DAN HARGA PANGAN MELALUI 
GERAKAN PANGAN MURAH TAHUN 2024 
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C. Sasaran 

B. Tujuan 

1. Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, baik di tingkat 
produsen maupun konsumen; dan 

2. Meningkatkan keterjangkauan dan daya beli pangan pokok bagi masyarakat. 

1. Sasaran lokasi pelaksanaan kegiatan SPHP GPM di seluruh wilayah 
Indonesia, diutamakan di 38 (tiga puluh delapan) ibukota provinsi dan 
diprioritaskan di 150 kabupaten/kota yang menjadi barometer inflasi atau 
Indeks Harga Konsumen (IHK), serta kabupaten/kota lainnya; dan 

2. Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat di lokasi pelaksanaan 
kegiatan SPHP GPM. 

Pada saat kondisi inflasi terjadi, kenaikan harga-harga pangan pokok strategis 
cukup mempengaruhi daya beli masyarakat. Dimana hal tersebut mengurangi 
keterjangkauan pangan masyarakat terhadap pemenuhan pangan pokok dan 
strategis yang berdampak pada tujuan dari keterwujudan ketahanan pangan 
agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. 

Ruang lingkup kegiatan SPHP GPM Tahun 2024 di seluruh wilayah Indonesia, 
diutamakan di 38 (tiga puluh delapan) ibukota provinsi dan diprioritaskan di 
150 kabupaten/kota yang menjadi barometer inflasi atau Indeks Harga 
Konsumen (IHK), serta kabupaten/kota lainnya. 

Kegiatan SPHP GPM dapat dilaksanakan oleh Pusat, Dinas yang menangani 
urusan Pangan Provinsi, Dinas yang menangani urusan Pangan 
Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah, Asosiasi/Pelaku Usaha Pangan, 
Organisasi Masyarakat dan/ atau Stakeholder lainnya. Sumber pasokan pangan 
kegiatan SPHP GPM melibatkan seluruh Stakeholder terkait seperti 
petani/ poktan/ gapoktan, asosiasi, distributor pangan, BUMN Pangan (Perum 
BULOG dan ID FOOD), BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya. 

Komoditas pangan pada kegiatan SPHP GPM diutamakan komoditas 
penyumbang inflasi (volatile foods) antara lain beras, gula konsumsi, bawang 
putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan minyak goreng yang dapat 
disediakan oleh petani/ poktan/ gapoktan, asosiasi, distributor pangan, BUMN 
Pangan (Perum BULOG dan ID FOOD), BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha 
Pangan lainnya. Sedangkan komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, 
cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan 
lainnya yang dihasilkan petani/peternak/poktan/gapoktan dan/atau pelaku 
usaha pangan lainnya. 

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan SPHP GPM di daerah diperlukan 
dukungan anggaran (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/ APBD, Corporate 
Social Responsibility/CSR dan lainnya), publikasi dan informasi ke masyarakat 
(media sosial, media elektronik, dan lainnya), serta koordinasi dengan 
stakeholder terkait (Organisasi Perangkat Daerah/OPD, Bank Indonesia, Tim 
Pengendali Inflasi Daerah/TPID, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) 
(Lampiran 1). 
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Stabilitas Barga HET/HAP( 
No Komoditas Segera 1) Keterangan 

Aman Waspada Diintervensi (Rp/kg) 
1. Beras Harga Harga Harga diatas 13.900 Sumsel, 

Premium sHET diatas HET {> 5%) Lampung, Jawa, 
HET {sd. Bali, NTB, 
5%) Sulawesi 

14.400 Sumatera 
{kecuali Sumsel 
dan Lampung), 
NIT, dan 
Kalimantan. 

14.800 Maluku dan 
Papua 

Gambar 1. Skema Pelaksanaan Kegiatan SPHP GPM Tahun 2024 

2. Komoditas pangan untuk pelaksanaan kegiatan SPHP GPM antara lain: 
beras, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang 
putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, 
minyak goreng dan/ atau pangan lainnya. 

3. Pelaksanaan kegiatan SPHP GPM didasarkan pada beberapa indikator 
diantaranya: (a) adanya gejolak pasokan dan harga pangan; (b) mencegah 
dan/ atau pada saat dan/ atau setelah terjadinya gejolak pasokan dan harga 
pangan; (c) faktor isu nasional menjelang HBKN (Puasa, Idul Fitri, Idul Adha, 
Natal, Imlek, Nyepi, Waisak, Tahun Baru dan lainnya); (d) kebijakan harga 
pemerintah (Harga Pembelian Pemerintah/HPP, Harga Acuan Pembelian 
dan Harga Acuan Penjualan/HAP, Harga Eceran Tertinggi/HET); serta (e) 
indikator stabilitas harga di tingkat konsumen sebagai early warning 
system seperti terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Indikator Stabilitas Barga sebagai Salah Satu Acuan dalam 
Pelaksanaan Kegiatan SPHP GPM 
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l(opan/UMKM Pane'" 
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NASIONAL ( Usulan • 
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D. Pelaksanaan 

1. Proses bisnis pelaksanaan Kegiatan SPHP GPM dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Stabilitas Harga HET/HAPI 
No Komoditas Segera 1} Keterangan Aman Waspada Diintervensi (Rp/kg) 
2. Beras Harga Harga di Harga di atas 10.900 Sums el, 

Medium sHET atas HET HET (> 5%) Lampung, Jawa, 
(sd. 5%) Bali, NTB, 

Sulawesi. 
11.500 Sumatera 

(kecuali Sumsel 
dan Lampung), 
NTT,dan 
Kaliman tan. 

11.800 Maluku dan 
Papua. 

3. Jagung Harga sd. Harga di Harga di atas 5.000 
Pipilan di atas atas HAP HAP(> 20%) 
Kering (ka HAP (s (>10-20%) 
15%) 10%) 

4. Bawang Harga sd. Harga di Harga di atas 36.500- Rogol Kering 
Me rah di atas atas HAP HAP(> 25%) 41.500 Panen. 

HAP (s (> 10- 
10%) 25%) 

5. Bawang Harga sd. Harga di Harga di atas 32.00012) Bonggol. 
Putih di atas atas HAP HAP(> 25%) 

HAP (s (> 10- 
10%) 25%) 

6. Cabai Harga sd. Harga di Harga di atas 37.000- 
Merah di atas atas HAP HAP(> 50%) 55.000 
Keri ting HAP (s (>20-50%) 

20%) 
7. Cabai Rawit Harga sd. Harga di Harga di atas 40.000- 

Merah di atas atas HAP HAP(> 50%) 57.000 
HAP (s (>20-50%) 
20%) 

8. Daging Sapi Harga sd. Harga di Harga di atas 130.000 - Mengacu kualitas 
(Segar paha di atas atas HAP HAP(> 20%) 140.000 HAP 
depan) HAP (s (>10-20%) 

10%) 
9. Daging Harga sd. Harga di Harga di atas 80.000 Mengacu kualitas 

Sapi/Kerba di atas atas HAP HAP(> 20%) HAP 
u (Beku) HAP (s (>10-20%) 

10%) 
10. Daging Harga sd. Harga di Harga di atas 36.750 

Ayam Ras di atas atas HAP HAP(> 20%) 
HAP (s (>10-20%) 
10%) 

11. Telur Ayam Harga sd. Harga di Harga di atas 27.000 
Ras di atas atas HAP HAP(> 10%) 

HAP (s (>5-10%) 
5%) 

12. Gula Harga sd. Harga di Harga di atas 16.000 - 
Konsumsi di atas atas HAP HAP(> 15%) 17.000 

HAP (s r- 5-15%) 
5%) 

13. Min yak Harga sd. Harga di Harga di atas 14.000 Minyak Goreng 
Goreng di atas atas HAP HAP(> 25%) (Rp/L) Rakyat 

HAP (s (> 5-25%) (Minyakita) 
5%) 
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4. Penetapan harga penjualan komoditas pangan pada pelaksanaan kegiatan 
SPHP G PM dalam rangka pengamanan pasokan dan harga pangan 
ditetapkan oleh pelaksana kegiatan dengan mengacu pada HET atau HAP 
atau harga pasar yang berlaku di wilayah tersebut, dimana harga bahan 
pangan yang dijual harus di bawah harga pasar. 

5. Penyedia komoditas pangan: petani/poktan/ gapoktan, asosiasi, distributor 
pangan, BUMN Pangan (Perum BULOG dan ID FOOD), BUMD Pangan, 
dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya. 

6. Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan SPHP GPM dapat 
bersumber dari dana APBN Pusat dan/ atau APBD Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota atau sumber lainnya. 

7. Pelaksana kegiatan adalah pihak ketiga yang berupa event organizer (EO) 
yaitu penyedia jasa berbadan hukum yang dapat berbentuk PT, Persero, 
Firma, CV, Koperasi dan badan hukum lainnya di bidang EO. 

8. Tata Kelola pelaksanaan kegiatan SPHP GPM sebagai berikut: 

a. Kegiatan SPHP GPM dapat dilaksanakan oleh Pusat atau atas 
permintaan Dinas yang menangani urusan pangan Provinsi/ 
Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga, Organisasi Masyarakat dan 
Stakeholder lainnya; 

b. Sumber Pendanaan 

(1) Dana Pusat: Dinas yang menangani urusan pangan 
Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Kementerian/ Lembaga, Organisasi 
Masyarakat dan Stakeholder lainnya bersurat ke Pusat untuk 
pengajuan kegiatan SPHP GPM, yang selanjutnya dapat dilakukan 
persetujuan oleh Pusat (Lampiran 2). 

(2) Dana Dekonsentrasi Provinsi: Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Kementerian/ Lembaga, Organisasi 
Masyarakat dan stakeholder lainnya bersurat ke Dinas yang 
menangani urusan pangan Provinsi untuk pengajuan kegiatan SPHP 
GPM, yang ditembuskan ke Direktorat Stabilisasi Pasokan dan 
Harga Pangan, Badan Pangan Nasional. 

(3) Dana lainnya: Dinas yang menangani urusan pangan 
Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan usulan pendanaan kegiatan 
SPHP GPM ke stakeholder terkait (misalnya Bank Indonesia, 

Keterangan: 
111 HET mengacu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran 

Tertinggi Beras; 
HAP mengacu: (a) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan 
Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas 
Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras; (b) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 
17 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 
tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat 
Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, 
Daging Sapi/ Kerbau, dan Gula Konsumsi; dan (c) Surat Deputi Bidang Ketersediaan dan 
Stabilisasi Pangan Nomor 1105/TS.02.02/B/ 11/2023 tanggal 03 November 2023 tentang 
Penyesuaian Harga Gula Konsumsi di Tingkat Konsumen. 

121 HAP estimasi mengacu struktur biaya dan/ atau keuntungan yang wajar. 
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vendor penyedia dan penjual bahan pangan; dan 

(5) Lainnya sesuai kebutuhan prioritas di masing-masing wilayah. 

Komponen dari masing-masing kegiatan merupakan contoh yang dapat 
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing 
wilayah. 

f. Untuk publikasi, logo Badan Pangan Nasional dan stakeholder terkait 
(Perum BULOG, ID FOOD, Pemerintah Daerah, PKK, dan lainnya) 
dicantumkan dalam baliho, standing banner, spanduk/ backdrop, 
umbul - umbul, iklan, media cetak dan elektronik, dan lainnya. 

g. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan SPHP GPM, Pusat atau Dinas yang 
menangani urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, 
Kementerian/ Lembaga a tau organisasi masyarakat bersama dengan EO 
membuat laporan pelaksanaan yang disertai dengan dokumen kegiatan 
antara lain infografis, spanduk, baliho, foto open camera, laporan 

(4) Mandiri (tanpa APBN atau APBD): Pusat atau Dinas yang menangani 
urusan pangan Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan usulan 
pelaksanaan kegiatan SPHP GPM ke stakeholder terkait (misalnya 
Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, dan Pelaku Usaha Pangan 
lainnya). Untuk pelaksana Dinas Daerah, surat pengajuan usulan 
dapat ditembuskan ke Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga 
Pangan, Badan Pangan Nasional. 

c. Pusat atau Dinas yang menangani urusan pangan 
Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga atau organisasi 
masyarakat mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPHP GPM 
dengan EO di wilayah lokasi kegiatan SPHP G PM dan dapat bekerja 
sama dengan pemangku kepentingan istakeholden terkait; 

d. Pusat atau Dinas yang menangani urusan pangan 
Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga atau organisasi 
masyarakat mengkoordinasikan waktu pelaksanaan, tempat, jenis, 
harga dan volume komoditas yang disediakan serta teknis pelaksanaan 
lainnya; 

e. Komponen kegiatan antara lain: 

(1) Penyiapan pangan: pengangkutan bahan pangan (dengan atau 
tanpa biaya Fasilitasi Distribusi Pangan/FOP), kemasan/ packaging, 
dan lainnya; 

(2) Penyiapan tempat: sewa tenda, sound system, meja dan kursi, dan 
lainnya; 

Perbankan, Perusahaan dan Lainnya), yang dapat ditembuskan ke 
Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan 
Nasional. 
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baliho, standing banner, 
iklan, media cetak dan 

(3) Media sosialisasi dan publikasi: 
spanduk/ backdrop, umbul-umbul, 
elektronik, dan lainnya; 

(4) Operasionalisasi: transport lokal dan konsumsi diutamakan untuk 



Keterangan: 
*) : RAB hanya sebagai contoh, komponen penggunaan dana operasional dapat disesuaikan 

dengan skala prioritas dan kondisi masing-masing wilayah. RAB tersebut sudah termasuk 
pajak (PPN 11 % dan PPh 2%). 

**) : Spanduk/ Backdrop tenda dan umbul-umbul (sudah termasuk pemasangan) dapat 
digunakan untuk pelaksanaan kegiatan SPHP GPM berikutnya 

***) : diutamakan untuk vendor penyedia dan penjual bahan pangan 

No Komponen Volume Satuan Harga Satuan Jumlah (Rp) (Rp) 

1 Pengangkutan Bahan Pangan 20,000 Kg 400 8,000,000 (transport dan bongkar muat) 
2 Goody bag 25 Pack 20,000 500,000 
3 Baliho 2 Pak et 350,000 700,000 

4 
Sewa Tenda, Meja dan Kursi, 4 Pak et 1,000,000 4,000,000 Sound System 

s Spanduk/ Backdrop .. ) 1 Pak et 800,000 800,000 
6 Umbul -umbul ••; 10 Pack 160,000 1,600,000 
7 Konsurnsi"? 30 Pak et 30,000 900,000 
8 Transport Lokal ... ; 15 OH 100,000 1,500,000 

9 
Promosi/Publikasi di media 1 Pak et 2,000,000 2,000,000 
Nasional atau Lokal 

Total 20,000,000 

Anggaran kegiatan SPHP GPM: (1) maksimal sebesar Rp 20.000.000,- (dua 
puluh juta rupiah) per kegiatan untuk tingkat Pusat dan Provinsi, dan (2) 
maksimal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per kegiatan untuk 
tingkat Kabupaten/Kota. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan SPHP GPM 
tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 % 
(sebelas persen) dan Pajak Pertambahan Penghasilan (PPh) sebesar 2% (dua 
persen). 

Contoh RAB kegiatan SPHP GPM sebagaimana terlihat pada Tabel 2 (tingkat 
provinsi) dan Tabel 3 (tingkat kab /kota). 

Tabel 2. Contoh RAB Kegiatan SPHP GPM Provinsi Tahun 2024*) 

E. Anggaran 

Pelaksana kegiatan SPHP GPM, baik Pusat atau Dinas yang menangani urusan 
pangan Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Kementerian/ Lembaga a tau Organisasi 
Masyarakat dan stakeholder lainnya bersama dengan EO menyusun, 
melaporkan dan memberikan bukti pengunaan dana operasional yang 
bersumber dari DIPA Badan Pangan Nasional kepada Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan untuk 
anggaran Pusat, atau kepada PPK Dinas yang menangani urusan pangan 
Provinsi untuk anggaran Dekonsentrasi. 

pelaksanaan kegiatan GPM, Rincian Anggaran Biaya GPM, berita acara 
hasil pekerjaan, berita acara hasil pendistribusian/ penjualan pangan 
(Lampiran 3) dan kelengkapan administrasi pencairan lainnya 
(Lampiran 4) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang 
Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atau Provinsi yang ditembuskan 
kepada Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan 
Nasional paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah 
terlaksananya G PM. 
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